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BAB II 
RENCANA STRATEGIS/RPJMD 

 
 
A.  Pernyataan Visi 

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang 
daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian 
Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi 

dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka visi 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dalam 

penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah: 
”PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” 
 

B.  Pernyataan Misi dan Tujuan 
Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya. 

2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk 

Optimalisasi Fungsi Ekologi serta pemulihan cadangan sumber 
daya alam. 

3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan. 
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan,  

yang kemudian diubah pada Renstra Perubahan Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai cascading yang 
disusun menjadi “ Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari” 
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima tujuan yang akan dicapai 
oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu: 
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No. Tujuan Organisasi Awal Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi 
Kementerian PAN-RB 

1. Memberikan Kepastian dalam 
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan Sesuai dengan Fungsi dan 
Peruntukannya 

Meningkatkan produktivitas dan 
pengelolaan hasil hutan lestari. 

2. Memulihkan daya dukung hutan dan 
lahan serta memastikan terjaganya 
sumber daya hutan sesuai fungsi dan 
peruntukannya sehingga dapat berfungsi 
secara optimal 

Meningkatkan kemampuan hutan dalam 
menjaga keseimbangan ekosistem dan 
fungsinya. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
daya hutan 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan 

4. Memberikan akses masyarakat dalam 
perencanaan dan pengelolaan hutan 
melalui kemitraan, 

Terwujudnya tata kelola pemerintahan 
yang efektif dan efisien 

 
C. Sasaran Strategis 

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang 
akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.Penetapan 
IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021.Sasaran 
strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan 
pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada 

Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran 
Periode 2016-2021 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Meningkatkan 
produktivitas 
dan 
pengelolaan 
hasil hutan 
lestari. 

Terwujudnya 
optimalisasi 
pemanfaatan 
dan 
penggunaan 
kawasan 
hutan 

Persentase 
pemanfaatan 
dan penggunaan 
kawasan hutan 
yang sesuai 
dengan fungsi 
dan 
peruntukannya 

% 100 100 100 100 100 100 

   Persentase 
pencapaian 
target produksi 
hasil hutan kayu 
dan hasil hutan 
bukan kayu  

% 80 81 82 83 84 85 

Optimalisasi 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak (PNBP) 
sector 
kehutanan 

% 80 81 82 83 84 85 

2. Meningkatkan 
kemampuan 
hutan dalam 
menjaga 
keseimbangan 
ekosistem dan 
fungsinya. 

Daya dukung 
dan daya 
tampung 
hutan 
meningkat 
 

Persentase 
penurunan luas 
lahan kritis 

% 0,18 0,43 1,09 2,00 2,21 2,26 

Persentase 
penurunan 
lajukerusakan 
hutan 

% - 4,15 5,15 6,15 7,15 8,15 

Persentase 
penurunan 
jumlah titik 
panas (hot spot) 
dari rerata 
angka periode 
tahun 
sebelumnya 
(2011-2015) 

% 5 10 15 20 25 30 

3. Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
sekitar hutan 

Peran serta 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
hutan 
meningkat 

Persenatse luas 
kawasan hutan 
yang dikelola 
oleh masyarakat 

% 
 

5.32 8.50 11.6
8 

14.8
6 

18,0
3 

21.2
1 

4. Terwujudnya  Meningkatnya 
tata kelola 
organisasi 

Nilai evaluasi 
akuntabilitas 
kineerja 

BB BB BB BB BB BB BB 

Persentase 
capaian realisasi 
fisik dan 
keuangan 
pelaksanaan 
program/ 
kegiatan 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

 

D.  Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran 
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi 
yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan pembangunan 
kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun.Mengingat 
kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan 
Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat lepas dari kebijakan 
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Pembangunan Kehutanan Nasional melalui kebijakan prioritas 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kebijakan 
Pembangunan Daerah  dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat maka kebijakan dan 
strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 

mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat yang secara rinci kebijakan dan strategi pencapaian 
sasaran dapat dilihat pada tabel langkah-langkah strategis pencapaian 
sasaran pada Tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran 

Sasaran Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

Semula: 
Terwujudnya 
kepastian dalam 
penggunaan 
kawasan hutan 
sesuai dengan 
fungsi dan 
peruntukannya 
Menjadi :  
Terwujudnya 
optimalisasi 
pemanfaatan 
dan penggunaan 
kawasan hutan  

Pemantapan 
Kawasan Hutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan 

Percepatan Proses 
Penyelesaian RTRW 
subtansi kehutanan 
dan Pemantapan 
Kawasan Hutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan Kinerja 
pengusahaan dan 
penatausahaan hasil 
hutan serta industri 
kehutanan 

1. Program 
Perencanaan 
makro dan 
Pemantapan 
Kawasan 
Hutan (APBD) 

 
 
 
 
 
 
2. Program 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 
Kementerian 
LHK (APBN) 

3. Program 
Pemanfaatan 
Potensi SDH 
(APBD) 
 

 

 Pemeliharaan Batas  
Kawasan Hutan 

 Kajian Perubahan 
Fungsi dan 
Peruntukan 
Kawasan Hutan 

 Pengendalian 
Penggunaan 
Kawasan Hutan 

 Pembentukan Petak 
Ukur Permanen 
 

 Planologi dan Tata 
Lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisasi PNBP 
 Pengembangan 

Industri, Hutan 
Alam dan Hutan 
Tanaman 

 Pengembangan 
Pengujian, 
Pengendalian dan 
Peradaran Hasil 
Hutan 

 Pembinaan dan 
Pengembangan 
Aneka Guna Hutan 
(AGH) 

 Pemanfaatan Hutan 
pada Wilayah 
Tertentu pada 
Wilayah Kelola KPH 

 Pembinaan dan 
Pengembangan 
Hasil Hutan Bukan 
Kayu (HHBK) 

 Pengelolaan potensi 
hutan pada wilayah 
KPH 
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Sasaran Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

Semula: 
Meningkatnya 
daya dukung 
hutan dan lahan 
dalam 
peningkatan 
fungsi ekologis 
serta pemulihan 
cadangan 
sumber daya 
alam.  
Menjadi:  
Daya dukung 
dan daya 
tampung hutan 
meningkat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengamanan dan 
Perlindungan 
Hutan serta 
Mitigasi  
Perubahan Iklim  
 

Penegakan Hukum 
dalam Pengamanan 
dan Perlindungan 
Hutan serta 
Penguatan 
Partisipasi 
Masyarakat untuk 
menunjang mitigasi 
dan adaptasi 
perubahan Iklim 

1. Program 
Perlindungan 
dan Konservasi 
Sumber Daya 
Alam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pengamanan dan 
Perlindungan Hutan 

 Pengendalian 
Ekowisata dan Jasa 
Lingkungan 

 Pengendalian 
Kerusakan Hutan 
dan Lahan 

 Peningkatan Peran 
Masyarakat dalam 
Perlindungan dan 
Konservasi SDA 

 Pegendalian 
Dampak Perubahan 
Iklim 

 Perlindungan dan 
Konservasi Alam di 
Wilayah Kelola KPHL 
Bukit Barisan 

Percepatan 
Rehabilitasi Hutan 
dan lahan 

Penyediaan bibit dan 
peningkatan 
Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan 

1. Program 
Rehabilitasi 
Hutan dan 
Lahan 
 
 
 
 
 

2. Program 
Rehabilitasi 
dan 
Pemulihan 
Cadangan 
Sumber Daya 
Alam 
 
 
 
 
 

 
 

3. Program 
Pengendalian 
Kebakaran 
Hutan 

 Pembuatan 
bibit/benih Tanaman 
Hutan 

 Pengembangan 
Perbenihan 
Tanaman Hutan  

 Konservasi Sumber 
Daya Genetik 
 

 Pengembangan 
Sarana Konservasi 
tanah 

 Monitoring dan 
pembinaan Kegiatan 
RHL 

 Pembinaan dan 
Monitoring 
Pengelolaan DAS 

 Inventarisasi dan 
Identifikasi Lahan 
Kritis di Wilayah 
Kelola KPH 

 
 Pencegahan dan 

Pengendalian 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

Semula :  
Meningkatnya 
Kemitraan 
dengan 
masyarakat 
dalam 
perencanaan dan 
pengelolaan 
hutan melalui 
pola HTR, HN 
dan HKm. 
Menjadi :   
Peran serta 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
hutan meningkat 

Pemberdayaan 
masyarakat 
sekitar hutan 

Peningkatan 
kelompok 
masyarakat dalam 
pengelolaan hutan 
melalui skema HTR, 
HN dan HKm 

4. Program 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Hutan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dukungan 

Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Kehutanan 

 Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Pengelola HKm, HN, 
HTR dan HR 
Kemitraan 

 Penyiapan, 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
HKm, HN, HTR dan 
HR Kemitraan 

 Penguatan Forum 
komunikasi PHBM 
Sumatera Barat 

 Peningkatan 
Kapasitas Penyuluh 
Kehutanan dan 
Penguatan  
Kelembagaan Tani 
Hutan 

 Pengembangan 
Hutan Mangrove 
 

 Peningkatan 
Penyuluhan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
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Sasaran Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

Tugas Teknis 
Lainnya 
Kementerian 
LHK 

Manusia 
 

 

Baru :  
Meningkatnya 
tata kelola 
organisasi 

Percepatan 
proses SPJ, 
Pelaporan dan 
meningkatkan 
kualitas 
pelayanan di 
internal dinas 
Kehutanan 

Peningkatan kinerja 
dinas kehutanan 
pada setiap bidang 
dan perencanaan 
setiap kegiatan yang 
lebih baik 

6. Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Program 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Penyediaan Jasa 
Surat-Menyurat 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 Penyediaan Jasa 
Jaminan Barang 
Milik Daerah 

 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor, 
Pengamanan dan 
Sopir Kantor 

 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/penerangan 
bangunan kantor 

 Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

 Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Keluar 
dan Dalam Daerah 

 Penyediaan Jasa 
Informasi 
Dokumenter dan 
Publikasi 

 Penyediaan Jasa 
Pembinaan Mental 
dan Fisik Aparatur 
 

 Pembangunan 
Gedung kantor 

 Pengadaan 
Kendaaraan 
Dinas/Operasional 

 Pengadaan Mubelair 
 Pengadaan 

peralatan/perlengka
pan gedung kantor 

 Pengadaan 
peralatan/perlengka
pan kantor 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Rumah 
Jabatan/Rumah 
Dinas/Mess 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas 
/Operasional 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan dan 
perlengkapan 
Kantor 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Instalasi dan 
Jaringan 
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Sasaran Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

8. Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 
 

9. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 
 

10. Program 
Peningkatan 
Pengembanga
n Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

 
11. Program 

Perencanaa, 
Pengelolaan, 
Pengawasan 
dan 
Pengendalan 
Kegiatan dan 
aset 

 
 
 
12. Program 

Peningkatan 
Kualitas dan 
Akses 
Informasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

 Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Kelengkapannya 

 
 
 Bintek Implementasi 

Peraturan 
Perundang- 
undangan 
 

 
 Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

 Penatausahaan 
Keuangan SKPD 

 
 

 Penyusunan 
perencanaan dan 
penganggaran SKPD 

 Monitoring dan 
Evaluasi Program 
dan Kegiatan SKPD 

 Pengelolaan, 
pengawsan dan 
pengendalian asset 
SKPD 
 

 Pengembangan 
Data dan Informasi 
Kehutanan 

 Implementasi ISO 
Pelayanan Dinas 
Kehutanan dan 
Operasional SPIP 

 


